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TENTANG

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BU”ATI BADUNG,

: a. bahwa guna membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan

urusan pemerin tahan dibidang kesatuan bangsa dan politik,
maka perlu didukung oleh perangkat daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan
bangsa dan pol:ik;

bahwa peranglat daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik
berfungsi sebsgai perancang kebijakan bidang kesatuan
bangsa dan pclitik, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi
bidang pembiraan ideologi, wawasan kebangsaan, politik
dalam negeri, :ehidupan demokrasi, ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya, kerukunan antar suku dan intra suku,
umat beragame, ras, serta golongan lainnya, pembinaan dan
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan
nasional dan pengamanan konplik sosial di wilayah
Kabupaten Bacdng;

bahwa berdaszrkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan
‘Pemerintahan Dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik,
penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan ibidang kesatuan bangsa dan politik diatur
dengan Peratur:zn Daerah;

bahwa berdaszrkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk
Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Badan Kesatuar Bangsa dan Politik;

Pasal 18 ayat 6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahu: 1945;




2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomo: 1655);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tertang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Taiun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lenibaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemecrintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perangicat Daerah Yang melaksanakan Urusan
Dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUFATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT
DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah lKabupaten Badung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3.
4. Dewan Perwakilzn Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

Bupati adalah Eupati Badung.

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Badung.

Perangkat Daer:h adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Badung .

Unit Pelaksane Teknis Daerah adalah unsur pelaksana
teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah
Badan Kesatuarn Bangsa dan Politik.

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi serta tate kerja.

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas
dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung
Jjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu)
Sekretariat dan 1 (empat) Bidang.

Sekretariat sebzgaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari
3 (tiga) Sub Bag an.

Setiap Bidang s¢bagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
dari 2 (dua) Sub 3idang.



BAB 111
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 4

(1) Pada Badan Kes:ztuan Bangsa dan Politik dapat dibentuk Unit
Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibentuk urtuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis

BAB IV
KEPEGAW AIAN DAN JABATAN

Pasal 5

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan
ketentuan Peraturan F'erundang—undangan.

Pasal 6

(1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan
jabatan Pimpinar Tinggi Pratama atay Jabatan struktural
eselon I1.b.

(2) Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
merupakan jabatan Administrator atau jabatan struktural
eselon II.a.

(3) Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
merupakan jabatan Administrator atay jabatan struktural
eselon II1.b.

(4) Kepala Sub Bagiar, Kepala Sub Bidang pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politil; merupakan jabatan Pengawas atau jabatan
struktural eselon [V.a.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daersii dapat mengangkat Jabatan Fungsional
untuk melaksanalkan tugas tertentu pada Badan Kesatuan

(2) Pengangkatan se bagaimana  dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuyai dengan ketentuan Peraturan Perundang-




I
Diundangkan di Mangupura r

-

BAB V
FEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat dari pembentukan Perangkat

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2, dibebankan pada
Anggaran Pendapat:11 dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk sebelum
Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku dan
melaksanakan tugas sampai dengan penetapan
pengisian/pengukuban jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik berdasaran Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETEN TUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang me rgetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ir: dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Eadung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 14 Pebruari 2020

&BUPATI BADUNG,

/

GIRI PRASTA

pada tanggal 14 Pebruari 2020
SEKRETARIS DAERA UPATEN BADUNG,

[ WAYAN ADI ARNAWA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN 3ADUNG TAHUN 2020 NOMOR 1
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI

(1,3 /2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

A ? G§AS’I‘EYA YUD;;A, SH

NIP. 19720510 199903 1 008
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FENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAE RAH KABUPATEN BADUNG
NOMCR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

UMUM

Bahwa dengan ditetapkanriya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Da=rah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
membawa perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan Daerah khususnya pada urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik di Daerah. Sesuai denga1 Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkai Daerah yang menyatakan bahwa "seluruh
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di
bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya dengan
pembiayaan dibebankan pada /4PBD sampai dengan peraturan perundang-
undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan  umum
diundangkan", sifatnya menegaskan dan menjamin bahwa pelaksanaan
urusan pemerintahan umurm tetap berjalan dengan dukungan
kelembagaan, personil, perlengkapan dan pembiayaan dari Daerah.

Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang melaksanakan Urusan
Dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik pada Pasal 3 ayat (1) huruf a
menyatakan Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan dibidang kesatuar. bangsa dan politik yang berbentuk Badan
sebelum diberlakukannya Persturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah diteta:skan menjadi Badan dan pada Pasal 3 ayat
(2) menyatakan Penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik diatur dengan
Peraturan Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan juga dalam rangka
memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat
daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan
bangsa dan politik maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan
Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Peraturan

Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas



[SS]

Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional adalah
sekelompok Jabaian yang berisi fungsi dan tugas berkaitan

dengan pelayanaa fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 1
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